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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)  

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada 

Allah, jangan engkau lemah.” 

(HR. Muslim) 

“Hidup sekali untuk dipertaruhkan, berhati-hatilah kamu sekalian dalam 

mempergunakan. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada 

ajaran agama Allah Swt.” 

(KH. Ahmad Dahlan) 

“Teruslah mencoba! kamu tidak akan tahu hasilnya kalau tidak mencobanya. 

Karena sesungguhnya ketakutan itu hanya ada dipikiranmu. Apa yang kamu 

pikirkan belum tentu sama dengan kenyataanya.” 

(Tyara Dian Amelia) 
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KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT  

PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 2021  (Studi Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-

PHI/2022/PN Yyk)  

Tyara Dian Amelia 

ABSTRAK 

 

Penelitian penulis mengkaji tentang kepastian hukum dalam pembayaran 

kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 

35 Tahun 2021 berdasarkan kepada putusan pengadilan No. 39/Pdt.Sus-

PHI/2022/PN Yyk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim 

serta mengetahui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada 

pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal menunjang tercapainya 

suatu kepastian hukum pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja 

kepada pekerja oleh perusahaan, sebagaimana yang diamanatkan isi PP No. 35 

Tahun 2021 terhadap Pasal 15 ayat (1) dan (2) pada pokoknya bahwa pengusaha 

sebagai pemilik perusahaan wajib membayarkan uang kompensasi kepada pekerja 

setelah berakhirnya PKWT. Jenis penelitian normatif dan empiris, yaitu 

menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan 

penambahan data atau unsur empiris. Sifat penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif analistis yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayaran 

kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja menurut PP Nomor 35 Tahun 2021 

Studi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Nomor 39/Pdt.Sus-

PHI/2022/PN Yyk. Teknik Analisis Data menggunakan studi kepustakaan dan 

lapangan, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara kualitatif untuk menjelaskan 

topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan putusan majelis hakim No. 

39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk mengenai pembayaran kompensasi akibat 

pemutusan hubungan kerja adanya penyelarasan UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 

161 ayat (3) dengan PP No. 35 Tahun 2021 pada Pasal 52 berdasarkan kepada SE 

Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum 

Kamar Perdata pada Perdata Khusus nomor (3a). Efektivitas Pasal 82 UU No. 2 

Tahun 2004 merupakan celah bagi perusahaan untuk penundaan pembayaran 

kompensasi kepada pekerja, sehingga pekerja melakukan upaya eksekusi kepada 

ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kepada Pasal 227 ayat (1) HIR 

terhadap pelaksanaan pembayaran kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja. 

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Pembayaran Kompensasi; Hubungan 

Industrial. 
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LEGAL CERTAINTY IN COMPENSATION PAYMENT DUE TO 

TERMINATION OF EMPLOYMENT ACCORDING TO GOVERNMENT 

REGULATION No. 35 OF 2021  

(A Study of the Decree of the Yogyakarta Industrial Relations Court Number 

39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk) 

Tyara Dian Amelia  

ABSTRACT 

 

This research examined legal certainty in compensation payment due to 

termination of employment according to Government Regulation No. 35 of 2021 

based on court decree No. 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. This research aimed to 

analyze the judge's considerations and to find out the procedures for resolving 

industrial relations disputes in the implementation of the Court of First Instance 

decree in terms of supporting the achievement of legal certainty in the payment of 

compensation due to the company terminating workers' employment, as mandated 

by the contents of PP No. 35 of 2021 regarding Article 15 paragraphs (1) and (2) 

which states that entrepreneurs as company owners are obliged to pay compensation 

money to workers after the end of the PKWT. This research employed normative 

and empirical research i.e., combining normative legal elements which were then 

supported by the addition of data or empirical elements. This research used 

analytical descriptive techniques explaining the implementation of compensation 

payments due to termination of employment according to PP Number 35 of 2021, 

a Study of the Decree of the Yogyakarta Industrial Relations Court Number 

39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk. Data analysis techniques used were literature and 

field studies, then analyzed and interpreted qualitatively to explain the topics 

discussed. The research results showed that the decree of the panel of judges No. 

39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk regarding the payment of compensation due to the 

termination of employment was in alignment with Law No. 13 of 2003 in Article 

161 paragraph (3) with PP No. 35 of 2021 in Article 52 based on SE Supreme Court 

No. 5 of 2021 dated 28 December 2021 concerning the Implementation of the 

Formulation of the Results of the 2021 Supreme Court Chamber Plenary Meeting 

as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court in the Civil Chamber 

Legal Formulation in Special Civil Case number (3a). The effectiveness of Article 

82 of Law No. 2 of 2004 was a gap exploited by companies to postpone 

compensation payments to workers. In consequence, workers made execution 

efforts against the chairman of the Yogyakarta District Court based on Article 227 

paragraph (1) HIR regarding the implementation of compensation payments due to 

termination of employment. 

Keywords: Compensation Payment; Termination of Employment;  

Industrial Relations.  
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